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ABSTRAK 

 

 

UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN RESOR TULANG 

BAWANG TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  

(Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/SIAGA) 

 

Oleh 

Zainal Arifin 

 

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena keretakan hubungan keluarga yang 

kurang harmonis antara suami  dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila 

telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban  sehingga 

tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pelaku dan korban.  Larangan 

kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang 

Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Dengan ancaman  pidananya yang diatur dalam Pasal 44 dari ancamannya  4 

(empat tahun) sampai dengan terberat adalah 15 (lima belas tahun). Terdakwa 

Misrin tidak divonis dikarenakan kasus masih berjalan dan di anggap mengalami 

gangguan jiwa untuk saat ini di dakwa dengan Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

karena menggorok leher istrinya Eli Setiya Wati hingga tewas.  Berdasarkan latar 

belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah a). 

Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Kepolisian Resor Tulang Bawang 

terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan 

kematian (Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga). dan, b). Apakah Faktor 

penghambat Upaya Penanggulangan Kepolisian Resor Tulang Bawang terhadap 

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan Kematian 

(Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga). 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis 

empiris.Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari Anggota Penyidik Polres Tulang 

Bawang, Dokter Psikiatri RS Tulang Bawang dan Akademisi Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1). 

Penanggulangan Kepolisian Resor Tulang Bawang terhadap Tindak Pidana 

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian (Studi Laporan 

Polisi No. STPL/34/2016/Siaga Faktor penyebab suami melakukan kekerasan di 



dalam rumah tangga yakni Faktor internal yaitu : Sifat khusus dari individu, dan 

anomi dan sifat umum dari individu. sedangkan faktor eksternal, yaitu : faktor 

ekonomi yang tidak stabil, faktor agama atau kepercayaan yang minim, faktor 

bacaan, faktor film, faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor sosial 

sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga. serta 2) Penanggulangan 

Kepolisian Resor Tulang Bawang terhadap Tindak Pidana yakni Faktor internal 

yaitu : Sifat khusus dari individu, dan anomi dan sifat umum dari individu. 

sedangkan faktor eksternal, yaitu : faktor ekonomi yang tidak stabil, faktor agama 

atau kepercayaan yang minim, faktor bacaan, faktor film, faktor 

lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor sosial sehingga timbul 

kekerasan dalam rumah tanggadana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang 

menyebabkan kematian (Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga). 

 

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan untuk mencegah KDRT 

di rumah tangga, maka harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak 

dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga 

merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Mendirikan Ruang 

dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus- KDRT dan 

pelanggaran anak, Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari 

tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri 

Nomor 10 Tahun 2007, Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. 

Harapanya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus 

perlindungan anak dan KDRT. 

 

 

Kata kunci: Upaya, Penanggulangan, Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
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MOTTO 

 

 

Anda bebas memilih, namun pilihan yang Anda pilih hari ini akan 

menentukan apa yang akan Anda miliki, akan jadi apa Anda nanti, dan 

apa yang akan Anda lakukan pada masa depan Anda. 

(Zainal Arifin) 

 

Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang yang paling takut 

pada perubahan. 

(Mignon McLaughlin) 

 

 

Hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita, pertama adalah seolah 

tidak ada keajaiban, kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban. 

(Albert Einstein) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum di Negara Indonesia memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan 

dengan lembaga tinggi negara yang lain atau biasa disebut dengan istilah supremeatau 

supremasi hukum yang berarti timbulnya kesadaran manusia yang menjunjung tinggi 

keadilan. Pada hakekatnya hukum itu dibuat untuk melindungi kepentingan setiap 

warga negara. Hukum memiliki sanksi yang tegas. Maka, setiap warga negara dalam 

bertindak harus sesuai dengan aturan – aturan yang ada. Tindak kekerasan di dalam 

rumah tangga (domestic violence) merupakan jenis kejahatan yang kurang 

mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum.  Tindak kekerasan di dalam rumah 

tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di 

dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik 

dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).  Pelaku dan korban tindak kekerasan 

didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status 

sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.Tindak kekerasan merupakan prilaku 

yang melukai orang lain dan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar 

rumah tangga.  



2 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat 

sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan 

suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat 

(criminal) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang 

etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita 

sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering 

terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu 

sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam 

ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak 

pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan 

dalam rumah tangga.
1
 

Manusia dialam semesta ini diciptakan untuk saling berpasangan dan saling 

melengkapi kekurangan masing-masing yaitu laki-laki dan perempuan. Kehidupan 

rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara 

suami, istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering kita lihat 

dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan 

dalam rumah tangga adalah perempuan (istri). Biasanya mereka yang melakukan 

kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang menjadi 

korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya para pihak dalam rumah 

tangga itu saling mengayomi satu sama lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah 

                                                           
1
Mustofa,Muhammad, kriminologi di bidang kekerasan dalam rumah tangga, Jakarta, Fisip, UI Press, 

2007 hlm 2Ibid .hlm 4 
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tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan sebagai tindak 

pidana (kejahatan). 

Salah satu tujuan perkawinan dalam rumah tangga sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

sekaligus memberikan suatu defenisi bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 33 ditentukan tentang hak dan kewajiban 

suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dari kedua pasal di atas 

dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga 

yang khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan 

tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak dan kedudukan 

istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah 

tangga maupun dalam pergaulan masyaraka. Dengan demikian, segala sesuatu dalam 

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 
2
 

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara 

fisik, seksual psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk 

                                                           
2
Ibid .hlm 4 
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melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga”. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan 

bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan 

damai merupakan dambaan setiap orang dam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan 

rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat 

dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan atau ketidakadilan terhadap 

orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena keretakan hubungan keluarga yang 

kurang harmonis antara suami  dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila 

telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban  sehingga tidak 

dapat mengembalikan hubungan baik antara pembuat korban dan korban.  Bagi para 

wanita untuk memilih kekasih atau pasangan hidup yang memiliki hati lemah lembut 

dan tidak kasar, begitu pula para lelaki juga memilih pasangan hidup yang harmonis 

dengan wanita pujaannya. Maka dari itu sudah seharusnya pula saat memiliki 

masalah dengan pasangan hendaknya dibicarakan serta diselesaikan dengan jalan 

damai serta baik-baik.
3
 

Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pengesahan Undang-

Undang Nomor 23tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga 

(PKDRT). Perlindungan hukum dalam konteks Penghapusan Kekerasan Dalam 

                                                           
3
Ibid hlm 7 
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Rumah Tangga didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk 

mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga dan melindungi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 3 

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual, psikologis, dan /atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
4
 

 

Kekerasan terhadap perempuan paling tidak disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor 

eksternaldan internal. Secara eksternal, masih adanya pola pikir lingkungan terhadap 

sosok perempuantelah dibangun secara sosial maupun kultural. Perempuan dianggap 

lemah lembut, cantik danemosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional dan 

jantan. Ciri-ciri yang dimiliki olehseseorang tidak harus sesuai dengan stereotype 

yang ada di masyarakat. 
5
 

Seorang perempuandapat memiliki sifat kuat dan rasional, sedangkan laki-laki dapat 

memiliki sifat emosional danlemah lembut. Secara internal, perempuan seringkali 

memancing terjadinya kekerasan terhadapdirinya, contohnya kasus perkosaan yang 

disebabkan perempuan yang memakai pakaian yangmemperlihatkan bagian-bagian 

tubuhnya seperti pusar, dada, paha dan punggung. Empat permasalahan yang 

                                                           
4
Purnianti. Menyikap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. MitraPerempuan Jakarta 2006.hlm 10 

5
Maslow,2011, Ilmu Psikologi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada hlm 40 
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menyebabkan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sering kali tidak 

terangkat ke permukaan yaitu adanya persepsi yang berkembang di masyarakat 

selama ini menganggap masalah KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) sebagai 

urusan pribadi dan karenanya pihak-pihak lain (pihak luar termasuk aparat 

penegakhukum atau polisi) tidak boleh ikut campur di dalamnya. Selain itu 

Kebanyakan korban tidakbisa bicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya 

dalam keluarga. Ini bisa dimengertikarena selama ini kasus-kasus tersebut tidak 

dianggap atau diremehkan oleh masyarakatsekitarnya. Para tetangga atau saksi 

lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak 

menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan,mencari 

perlindungan diri atau menanggung aib. Lima Penyelesaian kasus KDRT (kekerasan 

dalam rumah tangga) selama ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sebagian 

besarkorban kekerasan memilihmelakukan perceraian, hanya sedikit korban yang 

bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana. Pandangan masyarakat yang 

menganggap bahwa masalahKDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah urusan 

suami istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh merekaberdua, juga turut 

memperlambat proses perlindungan terhadap perempuan.
6
 

Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan 

terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius 

oleh negara. Berbagai kabar mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada suatu 

keluarga dan kemudian berujung fatal, terkuak di dalam kasus Eli Setiya Wati warga 

                                                           
6
Soedarso,boesono, Latar Belakang kekerasan dalam rumah tangga,UI press,Jakarta hlm11 
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Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat, Lampung  yang 

tewas digorok Misrin suaminya sendiri pada Rabu 18 Mei 2016. Kronologis cerita 

Misrin sepulang dari mabuk-mabukan dengan kawannya pulang kerumah dengan 

keadaan tidak sadar melihat istri ada dirumah lalu bertengkar besar, sehingga Misrin 

nekad mengambil sebilah golok lalu menggorok leher istrinya Eli Setiya Wati hingga 

tewas seketika. Dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Tulang Bawang 

ternyata diketahui Misrin mengidap penyakit jiwa alias gila dengan bukti laporan dari 

Dokter Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung, akhirnya didalam proses penyidikan di 

Kepolisan Resor Tulang Bawang perkara ini tidak bisa dilanjutkan atau diteruskan ke 

Kejaksaan Negeri setempat.   

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

rangka menyusun skripsi yang berjudul: Upaya Penanggulangan Kepolisian Resor 

TulangBawang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang 

Menyebabkan Kematian(Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Kepolisian Resor Tulang Bawang 

Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan 

Kematian(Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga)? 

b. Apakah Faktor penghambat Upaya Penanggulangan Kepolisian Resor Tulang 

Bawang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang 

Menyebabkan Kematian(Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga)? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian tentang hukum pidana dan dibatasi pada 

pertanggung jawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT yang menyebabkan kematian di 

wilayah Lambu Kibang Tulang Bawang Barat, dengan penelitian dilakukan di 

wilayah Kepolisian Resor Tulang Bawang  pada tahun 2016. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis upaya penanggulangan kepolisian resor tulang bawang 

terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan 

kematian(Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga). 

b. Untuk menganalisis faktor penghambat upaya penanggulangan kepolisian resor 

tulang bawang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 

menyebabkan kematian(Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga) 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis,yaitu sebagai berikut: 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

kajian ilmuhukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan upaya 

penanggulangan kepolisianresort tulang bawang terhadap tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan 

kontribusipositif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana 

kekerasan dalamrumah tangga pada masa-masa yang akan datang. 
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E. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan 

atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam 

penelitian ilmu hukum.
7
 Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pada ilmu kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokan ke dalam 

faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan kekerasan dalam 

rumah tangga, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Momon 

Kartasaputra, yaitu :
8
 

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya 

mental dan anomi. 

b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam 

masyarakat, pendidikan dan hiburan.  

2. Faktor eksternal, antara lain : 

a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun kedaan 

ekonominya rendah. 

b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama. 

c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca. 

d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan. 

                                                           
7
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986. Hlm 124 

8
Momon Kartasaputra, Azas-azas kriminologi, Remaja Karya.Bandung 
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e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, 

lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. 

f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari 

orang tua. 

Ada sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok 

teori yang menjelaskan peranan dan faktor structural sosial dalam mendukung 

timbulnya kejahatan, antara lain:
9
 

a. Teori anomie : konsep anomie oleh R.merthon diformulasikan dalam rangka 

menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecendrungan 

pengadaptasian dalam sikap dan prilaku kelompok. Mengenai penyimpangan 

dapat dilihat dari struktur sosial dan cultural. 

b. Teori defferential association : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan 

sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. 

c. Teori control sosial : teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa 

induvindu didalam masyarakat mempunyai kecendrungan yang sama akan suatu 

kemungkinanya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja ini 

adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya.Misalnya disebabkan oleh 

pengaruh struktur sosial yang definitive, tekanan kelompok, peranan sosial, status 

sosial, atau oleh internalisasi keliru. 

d. Teori frustasi status : status sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan 

remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas menengah. 

                                                           
9
Indah Sri Uteri, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi.Yogyakarta. Thafa Media. 2012. Hlm 20. 
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e. Teori konflik : pada dasarnya menunjukan pada perasaan dan keterasingan 

khususnya yang timbul dari tidak adanya konrol seseorang atas kondisi kehidupan 

sendiri. 

f. Teori lebeling : teori ini yakni penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian 

cap/ label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan 

melanjutkan penyimpangan tersebut. 

Kriminologi memberikan penjelasan mengenai sebab sebab orang melakukan 

kejahatan yakni
10

 : 

1. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat 

diluar diri pelaku. 

2. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di 

dalam diri pelaku sendiri. 

3. Pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena 

pengaruh diluar pelaku maupun sifat atau bakat si pelaku. 

a. Teori Penanggulangan Pidana 

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang 

didasarkan pada keseimbangan  monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan 

pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang 

didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa 

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak 

                                                           
10

Prasetyo, Eko, 2005, Guru: Mendidik Itu Melawan, Jogjakarta: Riset.Hlm.56 
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menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) 

dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability).  

Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) atau 

kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan 

pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan 

kepadanya Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang 

bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang 

ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai 

dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana.Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana 

harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan 

spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi 

perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana 

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja 

dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas 

(overbelasting) dalam melaksanakannya. 

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu: 

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan 
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terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. 

Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. 

Terdakwa sama sekali tidak punya pikirannbahwa akibat yang dilarang 

mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak 

mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana 

sikap berbahaya 

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, 

kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam 

caranya melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana (criminal 

responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana 

yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa 

tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang 

dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan 

tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 

dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 

seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan 
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asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya 

seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan. 

 

Orang yang dapat dikatakan bersalah dan dapat dipersidangkan di muka pengadilan 

dan dapat dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan “Kesalahan”. 

Adapun dalam hukum pidana disebut dengan asas kesalahan yaitu, tiada pidana tanpa 

kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld).  Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 3 

(tiga), yaitu : 

1. Kemampuan Bertanggungjawab (KBJ) 

2. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa) 

3. Tidak ada alasan pemaaf. 
11

 

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu terkandung makna dapat dicelanya si 

pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu 

harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut : 

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. 

Artinya keadaan jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal 

b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Ini disebut bentuk-bentuk 

kesalahan. 

                                                           
11

Tri Andrisman. Asas dan aturan umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam 

Konsep KUHP. Anugrah Utama Raharja. Lampung. 2013 
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c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf 

yang dapat menghapus kesalahan. 

 

b. Teori Faktor Penghambat 

Teori faktor-faktor  penghambat penulis menggunakan teori dari  Soerjono Soekanto 

menjelaskan ada 5 (lima) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum agar suatu 

kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :  

1) Kaedah Hukum itu sendiri 

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu 

sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya 

kaedah  hukum, yaitu : 

a) Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai 

dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat 

berlakunya suatu kaedah hukum.  

b) Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara 

efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima 

masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat. 

c) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai 

positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah 

hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius 

constituendum). 
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2) Penegak Hukum  

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang 

diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-

undang  tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa 

komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan    

bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja. 

3) Fasilitas 

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup 

perangkat lunak dan perangkat keras. 

4) Masyarakat 

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, 

yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui 

kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, 

sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap 

suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi. 

5) Kebudayaan 

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-
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persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat 

sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan 

dengan kondisi setempat.
12

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam 

melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.
13

 Analisis pokok-

pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang 

berhubungan dengan yaitu sebagai berikut: 

a. Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar.
14

 

b. Penanggulangan hukum adalahsesuatu/hak perlindungan yang diberikan kepada 

"tersangka/terdakwa" yang diduga melakukan suatu pelanggaran atau 

kejahatan.
15

 

c. Kepolisian Resort adalah Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia 

yang berada di Kabupaten atau Kotamadya.
16

 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

                                                           
12

Ibid. Hlm 18 
13

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers. Jakarta. 1986 hlm. 132 
14

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997, hlm. 32 
15

Wildiada Gunakarya,2012,Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana 

Pendidikan,Bandung: Alfabeta.Hlm 11 
16

Ibid .Hlm 15 
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norma atau gangguan terhadap tertib hukum,yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. 

e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga).
17

 

f. Istri atau suami adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan 

perkawinan yang sah.
18

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahandan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori 

dan Konseptualserta Sistematika Penulisan. 

 

 

 

                                                           
17

Ibid. Hlm. 20 
18

DepartemenPendidikandanKebudayaan, KamusBesarBahasa Indonesia, (Jakarta : BalaiPustaka, 

1991) , Hlm. 1021 



20 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

denganpenyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka 

terdiri daripengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang 

yang mengatur, pengertian penanggulangan pidana, teori penanggulangan pidana, 

upaya penanggulangan pidana serta asas kesalahan.    

III. METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, 

SumberData, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan 

Pengolahan Data sertaAnalisis 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

skripsi ini, akan dijelaskan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasaan dalam 

rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Dan faktor penghambat upaya 

penanggulangan tindak pidana kekerasaan 

V.  PENUTUP 

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 



 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang 

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.
19

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “ 

strafbaar feit “ untuk menyebutkan “tindak pidana “ di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Perkataan “feit” dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu 

kenyataan”, sedangkan “straftbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara 
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harfiah, perkataan “staftbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari 

suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana “strafbaarfeit” 

ialah onrechtmatigheid atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.
20

 

Perkataan “ straftbaar feit “ itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap 

pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum. Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.
21

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua 

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur 

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.
22

 

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan 
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c. Macam-macam maksud atau oogmerk 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 

e. Perasaan takut atau vress 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: 

a. Sifat melanggar hukum 

b. Kualitas dari si pelaku 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

suatu kenyataan sebagai akibat.
23

 

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) 

macam yakni: 

a) Kesengajaan (Opzet) 

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens 

en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:  

(1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-

unsur tindak pidana dalam UU 

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku 

mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya. 

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet.  
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b). Culpa 

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan 

hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana 

yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang 

tidak disengaja terjadi.
24

 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu 

kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan 

tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti 

tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut. 

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di 

dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan 

ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana 

di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 

Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme 

dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat 

Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana 

bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar 

KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang 

Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, penjatuhan pidana terhadap 

pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 

3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana 

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan 

atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataanya bahwa manusia dalam pergaulan 

hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma hukum. 

Separovic mengemukakan ada dua (2) faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan,yaitu: 

1. Faktor personal termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, 

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan,dan 

keterasingan) 

2. Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu 

Dalam perkembanganya terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan sebab-

sebab kejahatan.  

 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 
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bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam Perundang-Undangan secara keseluruhan. 

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) 

dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah 

tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah 

melakukan perbuatan tertentu. 

Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti 

larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa 

yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan 

dan dipidana. 

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolusdelicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidanakesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang jugadapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinyaseseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 
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diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). 

 

Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi dua macam : 

1) Tindak Pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau 

tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, 

misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. 

2) Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa 

tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak 

pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak 

berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya 

sehingga anak tersebut meninggal.
25

 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana 

terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana 

formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak 

sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. 
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B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah 

Tangga dan Undang-Undang Yang Mengatur 

 

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Pengertian rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah 

atau mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan mengurus 

kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Undang-undang yang mengatur KDRT adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keutuhan dan 

kerukunan rumah tangga dapat tergantung jika kualitas dan pengendalian diri tidak 

dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga 

sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada 

dalam lingkup rumah tangga tersebut.
26

 

 

Rumah tangga dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal bersama di satu 

tempat kediaman. Rumah Tangga adalah suatu unit sosial yang berorientasi pada 

tugas, unit ini lebih besar dari individu tetapi lebih kecil dari pada ketetanggaan atau 

komunitas. Dalam rumah tangga ada sejumlah aturan-aturan dan pembagian fungsi 

dan tanggung jawab setiap anggotanya.
27

 

 

Anggota suatu rumah tangga bisa terdiri dari satu atau beberapa keluarga (family) 

atau juga keluarga dengan orang lain selama mereka hidup bersama, jadi jelas bahwa 
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rumah tangga berbeda dengan keluarga. Menurut Pasal 2 Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan: 

a. Lingkup rumah tangga meliputi: 

1. Suami, istri, dan anak 

2. Orang-orang yang mempuyai hubungan keluarga dengan orang yang 

dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau 

3. Orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga 

tersebut. 

b. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu 

selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah: 

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

 

Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta 

bentuk diskriminasi yang harus dihapus, oleh karena itu diperlukan adanya sistem 

hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan 

dalam rumah tangga. 
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2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Bentuk KDRT yakni:
28

 

Kekerasan Fisikadalah bentuk kekerasan fisik adalah salah satu yang paling banyak 

terjadi dan paling mudah dilihat akibatnya.Hal ini terjadi karena salah satu pasangan 

kurang mampu mengendalikan emosi, untuk menyalurkan perasaan agresinya maka 

terjadilah bentuk kekerasan fisik. Bentuknya dapat bermacam-macam, mulai dari 

penganiayaan ringan hingga berat. Pasangan yang kurang matang secara emosional, 

kurang mampu mengkomunikasikan kebutuhan dan salingmemahami sering menjadi 

pemicu munculnya kekerasan fisik. 

Kekerasan Psikis adalah bentuk kekerasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah 

kekerasan psikis atau mental. Bisanya muncul dalam bentuk kata-kata penghinaan, 

pelecehan, bentakan dan ancaman dan lain-lain. Hal yang kerap kali terjadi adalah 

salah satu pasangan memutuskan komunikasi. Karena merasa jengkel dan tidak 

mampu mengekspresikan perasaannya, biasanya salah satu pasangan akan memilih 

untuk tidak berbicara dengan pasangannya. Sebagian pasangan akan merasa tidak 

nyaman dengan kondisi ini, sebab merasa tidak tahu harus berbuat apa karena 

pasangannya tutup mulut. Sering kali salah satu pihak (suami/istri) mengharapkan 

dimengerti oleh pasangannya dengan tindakan tutup mulut. Jika hal ini terjadi 

pemecahan masalah akan menjadi semakin lama. 
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3. Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Banyak faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga, dan ini harus Anda 

hindari agar hal tersebut tidakterjadi di keluarga Anda. Berikut ini ada beberapa 

faktor, yakni:
29

 

1. Faktor Berbicara Keras Dan Menyakitkan 

Perilaku ini sangat penting dan mutlak harus Anda hindari terhadap semua anggota 

keluarga. Berbicara keras dan lantang akan membuat si pendengar sakit hati lain 

halnya dengan berbicara yang sopan akan membuat lawan bicara Anda menjadi 

simpatik. Dengan demikian akan terhindar dari kesalahpahaman yang membuat 

percekcokan dalam keluarga Anda. 

2. Faktor Tidak Sabar 

Faktor berikutnya adalah ketidaksabaran, karena itu adalah tolak ukur dalam hal 

Anda melakukan tindakan. Dalam kehidupan berkeluarga pasti tidak lepas dari 

kesalahan. Jika mendapati dalam keluarga Anda berbuat suatu kesalahan jangan 

sekali-sekali memvonisnya. Berikan kesempatan kepada yang bersangkutan berbicara 

untuk menyampaikan argumennya. Kemudian berikan nasihat atau petuah dengan 

nada yang santun dan bijak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
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3. Faktor Sifat Ego 

Sifat egoisme hanya akan mendorong hati Anda menjadi keras kemudian muncul 

perilaku arogan dan semena-mena terhadap orang lain. Jauhkan sifat tersebut dari 

kehidupan Anda. Karena jika sifat egoisme tersebut terus bersarang dan mengendap 

dalam hati manusia lama kelamaanakan bermunculan jenis-jenis penyakit hati antara 

lain sifat keras kepala sulit menerima nasihat orang lain, iri hati, dendam, dan 

lainsebagainya. Jauhkan sifat-sifat seperti itu dari kehidupan Anda. 

4. Faktor Ekonomi 

Salah satu hal terjadinya kekerasandalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang 

kurang mapan, dalam artian kehidupan rumah tangga tersebut ekonominya 

masihlabil. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu akan timbul berbagai 

perselisihan dalam rumahtangga Anda sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau 

dari anak Anda tidak terpenuhi. Jadi sebelum Anda melaksanakan hidup berumah 

tangga sebaiknya persiapkan kemampuan finansial Anda untuk bisa memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak. 

5. Faktor Mencari Kambing Hitam 

Ketika Anda mendapatkan masalahyang besar di dalam pekerjaan yang membuat 

pikiran kacau, jangan sekali-kali melampiaskan ke dalam rumah karena anggota 

keluarga tidak tahu apa-apa. Selesaikan masalah dalam pekerjaan Anda dan jangan 

campuraduk ke dalam keluarga. Alangkah baiknya jika Anda berdiskusi, mungkin 

pasangan Anda mempunyai jalan keluar tentang masalah Anda. 
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6. Faktor Tidak Ada Budaya Demokrasi Dalam Rumah Tangga 

Di dalam keluarga, suami mempunyai tugas menjadi kepala keluarga namun tidak 

semua hal yang dilakukan itu benar. Jika suami salah dalam menyampaikan atau 

melakukan sesuatu, sebagai istri jangan ragu untuk membenarkan. Begitu juga 

sebaliknya jika istri salah melakukan sesuatu, kewajiban suami untuk mengarahkan 

ke jalan yang benar. Dengan ucapan yang lemah lembut maka akan mudah diterima 

oleh pasangan dan tidak sampai membuat sakit hati. 

7. Faktor Kurang Terbuka Dalam Keluarga 

Kurang terbuka adalah salah satu hal yang dapat membuat tidak harmonisnya 

kehidupan berumah tangga. Jika Anda mempunyai masalah di luar, jangan dipikirkan 

sendiri, itu akan membuat beban Anda menjadi semakin besar. Berkomunikasi 

tentang masalah yang diterima kepada pasangan Anda dan menemukan solusinya 

bersama-sama itu akan meringankan beban masalah Anda. 

8. Faktor Pergi Keluar Rumah Tanpa Alasan 

Dalam kasus ini banyak contoh dilakukan oleh anak-anak yang beranjak dewasa dan 

masih labil. Sebagai orang tua, Anda harus lebih ketat dalam menjaga dan mengawasi 

putra-putri Anda saat akan keluar rumah. Dengan memberikan arahan-arahan tentang 

hal negatif dan positif di luar rumah, maka putra-putri Anda akan berpikir dan 

menjauhi hal-hal negatif yang Anda larang. 
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9. Faktor Berprasangka Buruk 

Berprasangka buruk terhadap pasangan akan membuat rasa tidak nyaman dalam 

rumah tangga.Sifat ini akan menjadikan rasa tidakpercaya terhadap semua hal yang 

dilakukan pasangan. Dengan berpikiran yang baik terhadap pasangan akan 

menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan berumah tangga dan ini akan 

menambah keharmonisan dalam keluarga. 

Beberapa penyebab diatas bukanlah penyebab mutlak terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga. Di luar dari beberapa penyebab yang telah disebutkan diatas,pasti 

masih ada lagi beberapa sebab yang lain yang memicu munculnya kekerasanpada 

perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian,terlepas dari 

apapun penyebabnya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tentusangat luas. 

Dampak yang dirasakan tidak hanya pada perempuan korban secaralangsung, namun 

juga berdampak pada anak-anak. Dampak pada perempuan korban dapat berupa 

dampak jangka pendek ataudampak langsung dan dampak jangka panjang. Dampak 

langsung bisa berupa luka fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, hilangnya 

pekerjaan,dan lain sebagainya. Sedangkan dalam jangka panjang perempuan korban 

dapat mengalamigangguanpsikis seperti hilangnya rasa percaya diri (menutup diri), 

ketakutan yang berlebihan,dan sebagainya. Kekerasan yang terjadi terkadang 

dilakukan pula secara berulangoleh pelaku pada korban yang sama. Kekerasan 

semacam ini dapat memperburuk keadaan si korban. Secara psikologis tentu akan 

muncul rasa takut hingga depresi. Hal tersebut biasanya terjadi karena adanya 

ketergantungan (dependence) perempuan korban terhadap pelaku (misalnya 
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ketergantungan secara ekonomi). Seringkalipilihan menempuh jalur hukum pun 

merupakan alternatif pilihan yang sulit karenaadanya ketergantungan tersebut. Akibat 

lain dari kekerasan dalam rumah tanggaadalah stress, depresi, rasa takut, trauma, 

cacat fisik, perceraian, bahkan kematian.  Kekerasan yang terjadi pada istri dapat pula 

melahirkan kekerasan lanjutan. Anak dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah 

tangga baik itu secara langsungoleh si pelaku maupun menjadi korban kedua 

(lanjutan) atas kekerasan dalam rumahtangga yang dialami oleh si korban pertama. 

Misalnya, suami melakukan kekerasanpada istri dan kemudian istri melampiaskan 

kekerasan tersebut pada si anak.  

C. Pengertian Penanggulangan Kejahatan  

Penanggulangan hukum adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan 

menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang 

senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam 

keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu 

ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk 

menanggulangi kejahatan tersebut.
30

 

D. Teori Penanggulangan Hukum  

Menurut Barda Arief Nawawi, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari 

kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu: 
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 1.  Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application) 

 2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara : 

a) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di 

dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata. 

b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan 

lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment). 

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat 

jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/ 

pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” 

lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/ 

pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa dekade terakhir berkembang ide-

ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-

undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian 

menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, 

pemidaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal 

diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih 

diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai 

tujuan politik kriminal. 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat 

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 

kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh 



37 

suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara 

makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis 

dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The 

Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis 

mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan. 

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah 

penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara 

individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga 

(termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada 

umumnya. Penggarapan masalah “mental health”, “national mental health” dan 

“child welfare” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah 

satu jalur “prevention (of crime ) without punishment” (jalur “nonpenal”). Prof. 

Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan 

Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” 

merupakan upaya – upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. 

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata 

– mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai – nilau 

pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau 

lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi 

politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga 

berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.  



38 

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan 

masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat  (secara 

materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat 

dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau 

faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik 

kriminal.  

 

E. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan 

berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat 

final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan 

tidak dapat menjanjikan dengaan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau 

tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus 

dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.Usaha 

penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum 

pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan 

hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana.
31

 

 

Cara menanggulangi Kekerasan dalamRumah Tangga 

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada 

agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat 

diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. 
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2. Harustercipta kerukunan& kedamaian dalam keluarga 

3. Harus adanyakomunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta 

sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. 

4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya 

antar anggota keluarga. 

5. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada 

dalam keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat 

bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas 

berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk 

memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.
32

 Soerjono soekanto 

mengatakan metodelogi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut 

kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe 

penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum 

bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah metode 

pengkajian penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau 

bahan literatur yang terdapat dalam buku, majalah, surat kabar, dokumentasi data. 

Dan keterangan lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian penulis. 
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Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakuakn  untuk 

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan 

realitas yang ada atau studi kasus.33 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber data terdiri dari data langsung 

yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi 

pustaka. Sedangkan Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. 
34

 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang 

terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia. 

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

KekerasanDalam Rumah Tangga. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo PP Nomor 58 Tahun 

2010 jo PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

b. Pelaksaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana KDRT  di Resort 

Tulang Bawang 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan 

hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta 

memahami permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber 

lain yang sesuai. 
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C. Penentuan Narasumber  

 

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang kita inginkan. 

Narasumber adalah orang yang mengetahui mengenai sesuatu hal yang ingin 

diketahui masyarakat. Dari pengertian tersebut penulis memberikan pengertian arti 

dari narasumber dimana narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi 

dari suatu masalah yang tentunya orang yang menguasai hal tersebut atau bisa 

dikatakan orang yang ahli didalam suatu bidang. 

Narasumber dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber sebagai berikut : 

1. Anggota Penyidik Polres Tulang Bawang  =  1 orang 

2. Dokter Psikiatri RS Tulang Bawang   =  1 orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana UNILA   = 1 orang          + 

Jumlah    = 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (library research). 

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan 

pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pokok bahasan dan dilakukan pula studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai 

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 
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2. Pengolahan Data 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah 

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi Data 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian. 

c. Sitematisasi Data 

Sistematisasi data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang 

bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan 

untuk mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis data 

dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan 

dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan 

ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya berdasarkan 

hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulandengan cara penjabaran dari 

fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 



 
 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 

terjadi di Tulang Bawang Barat pada Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga 

seperti kasus Eli Setiya Wati warga Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang 

Tulang Bawang Barat, Lampung  yang tewas digorok Misrin suaminya sendiri pada 

Rabu 18 Mei 2016. Upaya Penanggulangan Kepolisian Resor TulangBawang 

Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan 

Kematian(Studi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga), maka dapat dibuat sebuah 

kesimpulan yakni sebagai berikut : 

1. Upaya penanggulangan kepolisian Resor Tulang Bawang terhadap tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.Berdasarkan hasil 

dari wawancara diatas penulis sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh 

narasumber bahwa putusan Pengadilan Negeri Tulang BawangStudi Laporan 

Polisi No. STPL/34/2016/Siaga. Banyak cara-cara yang bisa dilakukan untuk 

menanggulangi KDRT yang dilakukan oleh seorang suami, upaya tersebut bisa 

dilihat dari pendapat para narasumber dari sarana pre-emtif, prefentif dan 
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refresive dalam hal ini tiap upaya dilakukan sebelum kejadian, ketika kejadian 

dengan menghilangkan niat, dan setelah kejadian kejahatan berlangsung, serta 

dari sisi psikologi kelima hal tidak terpenuhi maka KDRT bisa terjadi sehingga 

dilakukan upaya internal dari penanggulangan dari keluarga dan orang sekitar 

dan eksternal diluar dari lingkup keluarga seperti lembaga pemerintahan yang 

menaungi masalah KDRT, dari sisi akademisi yakni upaya-upaya pendekatan 

agama, perlunya terjalin sebuah komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga, 

jika terjadi pertengkaran perlu sebuah dialog dan bila tidak dapat hasil final 

melakukan sebuah mediasi dengan keluarga terdekat. 

2. Faktor penghambat upaya penanggulangan kepolisian Resor Tulang Bawang 

terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan 

kematian.Berdasarkan hasil dari wawancara diatas penulis sependapat dengan 

apa yang di sampaikan oleh narasumber bahwa putusan Pengadilan Negeri 

Tulang BawangStudi Laporan Polisi No. STPL/34/2016/Siaga. Ada beberapa 

faktor yang menjadi penghambat dalam upaya kepolisian dalam menanggulangi 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni minimnya sosialisasi ke 

masyarakat mengenai pentingnya komunikasi dalam membina rumah tangga 

serta saling kerja sama dalam menggerakan roda ekonomi jangan hanya 

mengandalkan suami serta perlu nya tindakan prefentif dari kepolisian mengenai 

undang-undang yang akan menjerat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga.  
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B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan KDRT (kekerasan dalam 

rumah tangga) harus dilakukan pencegahan secara dini. 

1. Saran yang bisa diberikan untuk kepolisian resot tulang bawang dalam 

menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yakni : 

a. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan 

kasus- KDRT dan pelanggaran anak; 

b. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes 

hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 

Tahun 2007; 

c. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapanya, Polwan 

akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan 

KDRT; 

d. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan 

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui 

pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang 

penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan 

pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung 

Bogor yang dikhususkan pada kejuruan tentang Pelayanan Ruang Pelayanan 

Khusus yang telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian  

Pemberdayaan Perempuan; 
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e. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan 

informasi tantang ketentuan/ peraturan yang terkait dengan masalah 

perlindungan hukum terhadap anak dan KDRT, serta bagaimana upaya 

pencegahan dan menangani pelanggarnya. 

f. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani 

kasus KDRT. 

2. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan 

kunci sukses untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.Untuk 

mencegah kekerasan dalam rumah tangga di rumah, harus dikembangkan cinta 

kasih dan kasihsayang. Sejak dini. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan 

kepada anak-anak dirumah  untuk saling mencintai dan saling menyayangi. 

Demikian juga PKK sebagai organisasi dapat memberi terus-menerus pencerahan 

dan penyadaran kepada kaum perempuan.Oleh karena pelaku utama KDRT pada 

kasus ini suami sendiri, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh 

seorang istri maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan 

cendekiawan, harus berada digarda terdepan untuk  terus menyuarakan pentingnya 

rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara  baik 

dan jauh dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). 
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